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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA 
NOMOR : 04/PY.02.1-Kpt/7403/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PERSELISIHAN 

HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020  

 

ABSTRAK  :  bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

15/PY.02.1-Kpt/03/KPU/I/2021 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan 

Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Wali Kota dan Wakil Wali Kota; bahwa dalam rangka mendukung kerja Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Muna untuk menfasilitasi penanganan Penyelesaian 

Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 di 

Mahkamah Konstitusi. 
 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Umum Kabupaten Muna :  

Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati 

dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

2015 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 

tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Udang-undang nomor 1 tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 

tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

142); sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan 

Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1383); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 



(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384); Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 

Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota 

Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981); 

 

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 04/PY.02.1-

Kpt/7403/KPU-Kab/I/2021 Tentang Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan 

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas : 

a. menerima Permohonan dan/atau salinan Permohonan dari Tim Fasilitasi PHP 

Provinsi; 

b. menyiapkan dokumen pemetaan permasalahan, Surat Kuasa Khusus, Jawaban, 

Alat Bukti, dan DAB Penyelesaian PHP Bupati dan Wakil Bupati dan 

menyampaikannya kepada Tim Fasilitasi PHP Nasional; 

c. menyiapkan dan/atau mengkoordinasikan Saksi, Pemberi Keterangan, 

dan/atau ahli dalam hal dibutuhkan dalam penyelesaian PHP Bupati dan Wakil 

Bupati; dan 

d. melakukan fasilitasi lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

CATATAN  :   - Keputusan KPU Kabupaten Muna ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada 

tanggal 12 Januari 2021. 

     - Lampiran 8 Halaman. 


